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PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PEMBATALAN 
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MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 

56/PUU-XIV/2016) 

 (Muihsin Habib, 1410112147, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 73 

halaman, 2019) 

 

ABSTRAK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 

56/PUU-XIV/2016 telah membawa perubahan yang signifikan  dalam hal 

pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia. Diantara pasal-pasal yang diuji dalam 

putusan tersebut adalah perihal konstitusionalitas Menteri Dalam Negeri dan 

Gubernur sebagai wakil pemerintahan Pusat dalam mencabut Perda yang 

diamanatkan oleh Pasal 251 ayat (1)dan (2) UU nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah . Berdasarkan putusan tersebut,Mahkamah menyatakan 

bahwa pencabutan dan pengujian Perda Oleh Kemendagri dan Gubernur adalah 

inkonstitusional melanggar Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa pengujian dan pembatalan suatu Perda adalah ranah dan kewenangan 

lembaga yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Penelitian ini 

mengkaji, pertama bagaimana putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 

Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah? Kedua, apa permasalahan yang timbul akibat dua putusan 

tersebut ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum 

normatif, melalui studi pustaka, dan membandingkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-

asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktik yang terjadi 

sebagai sebuah kajian penerapan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak memiliki 

kewenagan executive review yang tidak terdapat pada UUD 1945 dan putusan 

menteri dan gubernur tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan 

sebagaimana yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi setelah putusan tersebut adalah 

terjadinya penumpukan kasus di Mahkamah Agung sebab semua peraturan 

perundang undangan dibawah Undang-undang hanya dapat diuji di Mahkamah 

Agung. Dari hasil penelitian ini, pemerintah harus mengoptimalkan fungsi 

pengawasan dan pembinaan terhadap daerah yang akan mengeluarkan suatu 

Peraturan perundang-undangan. 

 


